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KEPUTUSAN KtrPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DABRAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR t{Ii6.,p 'fAHUN 2018

TENTANG

PEMBtrRIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL IPHI SAMIGALUH

KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KtrMENTtrRIAN AGAMA
DAERAH ISTIM EWA YOGYAKARTA,

a. bahu'a dalam rangl<a pelaksanaan ketentuan pasal B a1,at (2)Peraturan Menteri Agama Nomor go rahun 2013 tentangPenyelenggaraan pencriclikan N{acirasah, perlu rrremberik an tzinoperasional terhadap Raudhatul Athfal swasta di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa yograkarta;

b' bahrva dalarn rangka menrngkatkan akses pendidikan madrasahyang bermutu, perlu rnemberikan kesempatan masyarakat meraruicrganisasi berbadan hukurn untuk menyerenggu.ukr' macrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahu'a Raucrhatr-tl Athfal yang tercantum cralam LampiranKeputusan ini telah memenuhi persyaratan adminrstratif, teknis,
clan kelayakan yang telah ciitetapkan;

d. bahu'a berdasarka.n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, b clan c di ata.s, perlu rnenetapka'Keputusan KepalaKantor wilavah Kementerian Agarna Daerah Istimer,,,a yogyakarta
tentang Pemberian Izin operasional penclirian Raudhatur AthfaiIphi Samigaluh Kal_.upaten Kulon progo.

1' undang-Unda.g Nornor 20 'rah,n 2oo3 rentang SistemPe'didikan Nasional (Leinbaran Negai-a Republik Inclonesia Tahr-rn2003 Nomor 78, Tambahan Lcrnbi.rran i\egara Rcpul:lik I.clorresia
Nomor 430 t );

2' undang-u'dang Nomor l4 Tahun 2oo5 tentang cunr cran Dosen(Lembaran Negai-a Republik Inclonesia Tahun zoos Nornor 157,Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Incionesra Nomor 4586):
3' Peraturan Femerintah Nomor r9 Tahr-rn 2005 tentang Stanciar

Nasional Pendidikan (Lembara. Negara Republik Indonesia Tahun
2005 I'Jomor 4r' Tambahan Lembaran Negara Reptrblik indonesiaNomor 4496) sebagaimana telah criubah de'gan peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang pJrubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 19 'r'ahur-r 2oo5 tentang Stanclar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republil< Incronesra .rahun
2013 Nomor 71, Tambarran Lembararr Negara Republik Inclonesia
Norlor 54 10):

4. Peraturan..



'1' Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahur-i 2oo8 tentang wajibBelajar Pendicrikan Dasar (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 2o0B Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4g63);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 2oog tentang pencranaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20oBNomor 9r, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor a96al

6' Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2oo8 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Inclo'esia Tahun 2ooB Nomor r94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494r);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20r0 tentang pengeloraan

dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor s l5o) sebagaimana terah diubahdengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 20ro tentang
Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 20rotentang Pe'gelolaan dan penyerenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Repubrik Inctonesia Tahun 2010 Nomor 712, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157,1;

8. Peraturan Menteri pendiclil<an Nasional Nomor 24 Tahun 2ao7Standar Sarana dan prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibticlaiyah, Sekorah Menengah pertama/Macirasah Tsanawiyah,
cian Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Pcraturan Mcnreri pendiclikan Nasional r,rornor t5 Tahun 20rotentang Standar pelayanan Minimal pencliclikan di
Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah menjadi peraturan
Menteri Penclidikan. cran Kebucrayaan Nomor 23 Tahun 2013tentang Perubahai atas peraturan Menteri pendidikan NasionalNomor 15 Tahun 2010 tentang Sranclar pera-yanan Minimal
Pendidrkan di Kabupaten / Kota;

10. Peraturan N{enteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengar.vas
Madrasah dan pengau'as pencriciikan Agama Isram pacra sekolah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20r?, Nomor 206)
sebagaimana terah criubah dengan peraturan Menteri Agama
Nomor 3i rahun 2013 tentang perubahan Atas peraturan Menteri
Agama Nomor 2 'r'ahu. 2or2 tentang pengawas Maclrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islarn pacra Sekolah (Berita Negara
Republik Indcnesia'lahun 2013 l{omor 6g4);

1 1. Peraturan Merrteri Agama Nomor 13 Tahr,in 2012 te ntangorga.isasi dan Tata Kerja Instansi vertikal I(ementerran Agama
(Berita Negara l?epublik Inclonesia Tahun 20i2 Nomor g51);

12' Peraturan Menteri Agama Nomor 90 rahun 2013 tenrang
Penyelenggaran pendiclikan lrradrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor r3B2) sebagaimana terah diubah
dengan Peraturan lrrenteri Agama Nomor 60 rahun 2015 tentang
Perubahan Atas peraturan Menteri Agama Nomor 90 rahun 2013
tentang Penyelenggaraan pencliciikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 1733):
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL IPHI SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidal< terpisahl<an dari Kepr_rtr,rsan ini.
Setelah jangka u,aktu 4 tahun, Kepala Rauclhatul Athfal yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumla! peserta didil<,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan stanclar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pencliclik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi paud/RA
kepada BAP Paud dan PNF sesuai i<etentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal perkernbangan Raudhatul Athial sebagaimana
dimaksud dalam Di]<tum KEDUA huruf a clinirai rnemenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
clan,/atau hasil akreclitasi sebagaimana climaksuci Diktum
KEDUA huruf b mendapai peringkat minimaj C, .maka izin
operasional selagaimana dimaksud clalam Diktum KESATU
tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
climaksud clalam Diktum KEDUA huruf a clinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendiclikan
clan/atau hasil akreditasi sebagainrana climaksud Diktum
KEDUA hurr-rf b tidak merrdapat peringkat minimal C, maka
izin operasional sebagaimana d.imaksud dalam Diktum
KDSATU clicabut.

Keputusan ini rntrllri be rlai<u pada tangeiil clitetapl<an.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Juni 2018

MNTOR WILAYAH
IAN AGAMA
IMBWA YOGYAKARTA
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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
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TENTANG

TAHUN 201B

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL IPHI
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SAMIGALUH

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANC DIBERIKAN IZI}.I OPERASIONAL

NTOR WILAYAH
AIJ AGAMA
MEWA YOGYAKARTA

Y

L,UTFi HAMID

Nama Madrasah RA. IPHI SAMIGALUH
Nomor Statistik Madrasah 1012340 1 003 I
Alamat Madrasah Bangunrejo

Desa / Kelurahan purwoharjo
Kecamatan Samigaluh
Kabupaten Kulon progo
Daqrah Istimewa yogyakarta

Nama Organisasi penyelenggara IPHI SAMIGALUH

Itlo. 399/K/X/2O10 Haji Syarif Siarrgan

Tanudjaja, SH Tanggal 22 Oktober 20 10

Alcte Notaris Organisasi

Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelen ggara

AHU- I 56.AH.0 1.06.Tahun 20 t0 Tanggal 3

November 2010


